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ABSTRAK 

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN  

YANG DILAKUKAN OLEH DOSEN TERHADAP MAHASISWI 

 

Oleh: 

Dea Olivia Wijaya 
 
 
Tindak pidana pencabulan di Bandar Lampung terhadap mahasiswi dilakukan 

dosen. Perbuatan pencabulan dilakukan pada tanggal 13 November 2017 kejadian 

terjadi hingga tiga kali pelaku melakukan perbuatannya dengan cara meraba 

tangan dan meraba dada korban, korban merasa tidak terima dengan perlakuan 

dosen tersebut, maka korban melaporkan perbuatan pelaku. Atas laporan tersebut 

pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku pencabulan, SH. 

Berdasarkan perbuatanya, pelaku terjerat Pasal 29 Ayat 1 Jo 66 tentang 

Pencabulan dengan ancaman penjara selama 2 tahun. Permasalahan: Apakah 

faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh Dosen 

terhadap mahasiswi?, Bagaimanakah upaya penangulangan terhadap kejahatan 

pencabulan yang dilakukan oleh Dosen terhadap mahasiswi?.  

 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe 

penelitian studi kasus, dimana pengumpulan data melalui wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi.  

 

Hasil Penelitian: a) Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan 

tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi disebabkan faktor interen yaitu: 

Adanya dorongan seksual yang tinggi dari pelaku sehingga timbul niat untuk 

melakukan perbuatan cabul. Adanya superioritas atau perasaan sebagai sosok 

yang memiliki dominasi yang dimiliki oleh dosen. Faktor eksteren yaitu Faktor 

teknologi, dimana kebiasaan tersangka sering menonton video porno. Faktor 

korban, dimana keadaan tubuh serta paras korban membuat pelaku melakukan 

tindak pencabulanFaktor situasi/keadaan tempat, dimana keadaan/situasi tempat 

yang sepi tanpa adanya orang lain. b) Upaya penanggulangan yang dilakukan 

dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi yaitu: 

Melalui upaya non penal yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya 

pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah. Melalui upaya 

penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 

 

 

 



Saran: a) Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan sangat diperlukan 

peranaparat penegak hukum, agar jika terjadi suatu tindak pidana tersebut 

masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan 

kepada pihak yang berwajib serta diperlukan profesional dalam menangani 

tindakan pidana yang terjadi ditengah masyarakat. b) Agar dilakukan upaya secara 

psikologis untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat 

dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan perbaikan pola pikir masyarakat 

terhadap edukasi seks. c) Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih 

mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan.  

d) Kepada mahasiswi untuk berpenampilan dan berbusana yang sopan agar tidak 

menimbulkan perlakuan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang 

menghendakinya. e) Perlunya perhatian pihak universitas terhadap ruangan-

ruangan yang dianggap dapat terjadinya pencabulan baik yang dilakukan dosen 

atau mahasiswa sehingga tidak terjadi upaya tindak pencabulan. 

 

Kata Kunci : Kriminologis, Pencabulan Dosen, Mahasiswi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE LEGAL CRIMES 

THAT WAS DONE BY THE DOSE OF STUDENTS 

 

By: 

Dea Olivia Wijaya 

 

The crime of molestation in Bandar Lampung against female college students was 

conducted by a lecturer. The act of molestation was carried out on November 13, 

2017, the incident occurred up to three times the perpetrators committed their 

actions by touching the hands and palms of the victim's chest, the victim felt 

unaccepted by the lecturer's treatment, then the victim reported the perpetrator's 

actions. Based on the report, the police arrested the perpetrators of molestation, 

SH. Based on his actions, the perpetrators were ensnared by Article 29 

Paragraph 1 Jo 66 concerning Sexual Abuse with the threat of imprisonment for 2 

years. Problems: What are the factors that cause the occurrence of obscene 

crimes committed by Lecturers against female students? What is the effort to 

overcome the acts of sexual abuse committed by Lecturers against female college 

students?.  

The approach in this study uses a qualitative approach to the type of case study 

research, where data is collected through in-depth interviews, observation, and 

documentation.  

Research Results: a) The factors that cause sexual abuse committed by lecturers 

on female students are caused by internal factors, namely the presence of high 

sexual urges from the perpetrators. External factors are technological factors, 

where the habit of suspects often watching porn videos. The victim factor, where 

the condition of the body and the victim's body make the perpetrator commit acts 

of sexual abuse. b) Mitigation efforts carried out through non-penal actions and 

through acts of punishment.  

Saran: a) To prevent the occurrence of criminal acts of obscenity, it is very 

necessary the role of law enforcement officials, so that if a crime occurs the 

community must be responsive and try to take action and report to the authorities 

and professional is required in handling criminal acts that occur in the 

community. b) Psychological efforts should be made to foster positive legal 

awareness in the community by conducting legal counseling and improving 

people's mindset towards sex education. c) In addition to repressive measures, the 

police must also intensify preventive measures so that they can reduce the number 



of crimes. d) To female students to look and dress modestly so as not to cause 

sexual harassment by those who want it. e) The need for the university's attention 

to the rooms that are considered to be the occurrence of obscenity both conducted 

by lecturers or students so that no acts of molestation occur. 

 

Keywords: Criminologist, Lecturers' Sexual Abuse, Students 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Negara indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum 

adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang 

tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum 

agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. 

Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak 

pidana. 

 

Salah satu unsur yang utama dari Negara hukum adalah adanya pengakuan 

terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara serta 

mengaktualisasinya dalam kehidupan nyata.Begitu pula salah satu ciri penting 

pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan hukum (rule of law) adalah 

perlindungan perlindungan konstitusional atas jaminan hak-hak individu.
1
 

 

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari 

berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap 

berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan 

yang lain. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan 

                                                           
1
Widiada Gunakaya Dan Petrus Irianto, Kebijakan Kriminal Penanggulan Tindak Pidana 

Pendidikan, Bandung : Penerbit Albeta, 2012 hlm. 01 
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pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa 

yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Ini mencerminkan bahwa 

hukuman yang berat dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak 

banyak untuk menghancurkan kejahatan pada waktu itu tidak berdampak banyak 

untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi.Untuk itu, harus dicari sebab 

musabab kejahatan dan menghapuskannya.
2
  

 

Salah satu kejahatan diantaranya yaitu tindak pidana pencabulan dan Kriminologi. 

Menurut R. Soesilo yang dimaksut dengan perbuatan cabul sebagaimana 

disebutkan di dalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar 

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitan nya dengan 

nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, 

meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan 

juga termasuk didalamnya.
3
 

 

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari 

adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah 

jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab 

pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat 

kemanusiaan, khusunya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus  pencabulan 

saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia.  

 

                                                           
2
Topo Santoso, Eva Achjani zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, 2012, hlm. 1-2 

3
Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, 

Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-2 
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Menurut W.A Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 

menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
4
 

 

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 

berbagai aspek.Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. 

Topinard(1830-1911), seorang ahli Perancis.Kriminologi terdiri dari dua suku 

kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 

pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. 

 

Kriminologi salah satu ilmu sosial yang terus menerus mengenal perkembangan 

dan peningkatan.Perkembangan dan peningkatan tersebut dikarenakan pola 

kehidupan sosial masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan.Berpindah 

dari satu tempat ke satu tempat lainnya serta berbeda juga perubahannya suatu 

waktu atau aman tertentu. 

 

Berikut ini data pencabulan yang dilakukan oleh Dosen terhadap Mahsiswi 

berdasarkan temuan penulis: 

No Tahun Nama/Inisial Dosen Asal PT 

1 2016 RN UGM 

2 2017 SH Unila 

3 2018 CE UIN Raden Intan 

4 2018 A Unej (Srby) 

5 2018 IKS Univ Airlangga 

 

Salah satu contoh tindak pidana pencabulan di bandar lampung terhadap 

mahasiswi (DCL)yang dilakukan oleh dosen. Perbuatan pencabulan awal mulai 

                                                           
4
Deni Achmad dan Firganefi, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, Bandar Lampung, Justice 

Publisher, 2015, hlm. 7 
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dilakukan pada tanggal 13 November 2017 kejadian ini terjadi hingga tiga kali 

pelaku melakukan perbuatannya dengan cara meraba tangan dan meraba dada 

korban, korban merasa tidak terima dengan perlakuan dosen tersebut, maka 

korban melaporkan perbuatan pelaku. Atas laporan tersebut pihak kepolisian 

melakukan penangkapan terhadap pelaku pencabulan, SH. Dari berita di atas 

pelaku terjerat Pasal 29 Ayat (1)JoPasal 66 tentang Pencabulan dengan ancaman 

penjara selama 2 tahun.  

 

Adapun contoh kasus serupa yang terjadi di UIN Raden Intan Bandar Lampung 

peristiwa tersebut diduga terjadi pada Jumat, 21 Desember 2018 sekitar pukul 

13.30 WIB.Kejadian berawal saat mahasiswi berinisial E hendak mengumpulkan 

tugas matakuliah.Ia mendatangi ruangan dosen berinisial CE. Awalnya mahasiswi 

tersebut mengumpulkan tugas keruangan sebagaimana mahasiswa mengumpulkan 

tugas.Namun, pada saat mengumpulkan tugas itu E mengaku mengalami 

pelecehan seksual mulai dari dagunya dipegang, pipinya disentuh, dan lainnya. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka terdapat dua 

permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu: 

a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan 

oleh dosen terhadap mahasiswi? 

b. Bagaimanakah upaya penangulangan terhadap kejahatan pencabulan yang 

dilakukanoleh dosen terhadap mahasiswi? 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penulisan skripsi ini dikhususkan pada ilmu kriminologi 

tentang kejahatan pencabulan yang di lakukan oleh dosen terhadap 

mahasiswi.Tempat/ lokasi penelitian di lakukan di Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2019. 

 

C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian. 

 

1. Tujuan Penelitian. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang 

dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi. 

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencabulan 

yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis 

dan kegunaan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis, penulis ini diharapkan dapat berguna untuk 

memperkarya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang 

tinajauan kriminologis kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh dosen 

terhadap mahasiswi. 

b. Kegunaan Praktis, penulis ini diharapkan dapat berguna sebagai 

sumbangan pemikiran bagi aparat dalam melaksanakan penegakkan 
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hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dosen 

terhadap mahasiswi. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan pada dasarnya mengadakan identifikasi 

terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan 

merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.
5
 Penulisan skripsi ini, perlu 

dibuat sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasi data yang akan jadi 

pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan skripsi ini: 

a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan 

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. 

Sebagaikenyataannya, bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering 

terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di 

dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai 

kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial 

yang berada di tengah-tengah masyarakat.Secara teoritis terdapat beberapa 

faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut: 

1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis 

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminolgi untuk menjelaskan 

sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses 

biologis. 

2) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi 

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan 

faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan 

                                                           
5
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja Wali Jakarta, 

1983, hlm. 124-125 
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berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur sosial dalam 

masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.
6
 

 

 

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Upaya penanggulanan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara 

lain penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk 

menanggulagikejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu 

memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi 

kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan 

kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, 

yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana 

dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik 

hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi 

pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

 

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan 

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social wefare).
7
Upaya 

penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu: 

 

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal lebih 

bersifat tindakan pencegahan atau terjadinya kejahatan., maka sasaran 

                                                           
6
 Yesmil Anwar, Kriminologi, PT Refika Aditama Bandung, hlm, 30. 

7
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta:Prenada Media 

Group2010, hlm. 4. 
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utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya 

kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu anatara lain, berpusat pada masalah-

masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari 

sudut politik kriminalsecara makro dan global, maka upaya-upaya 

nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya 

politik kriminal. 

2) Kebijakan dengan Sarana Penal 

Kebijakan Penanggulan Penal yaitu usaha dan kebijakan untuk membuat 

peraturan hukum pidana baik padahakikatnya tidak dapat dilepaskan dari 

tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan penal 

hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya 

penegakan hukum pidana) 

 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan tindak pidana. 

b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada 

pelanggar.
8
 

 

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah 

“politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, mengingat 

upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat 

                                                           
8
 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 12. 
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tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya 

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. 

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, 

maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari 

keseluruhan upaya politik kriminal. 

 

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan 

kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik 

sosial; ada keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan 

dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha 

rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup 

perlindungan masyarakat. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi focus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
9
 Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan 

data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis 

dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
10

 

b. Kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti adalah kejahatan atau 

penjahat dan logos yang berarti adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 

                                                           
9
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103 

10
https://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucwebb&chanel=sb&q=tinjauan+adalah 

oq=tinjauan+adalah&aqs=mobile-gws-lite.0.35i39l1j0l4.3. Tanggal 27 Februari 2019, Jam 13.00 

Wib. 

https://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucwebb&chanel=sb&q=tinjauan+adalahoq=tinjauan+adalah&aqs=mobile-gws-lite.0.35i39l1j0l4.3
https://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucwebb&chanel=sb&q=tinjauan+adalahoq=tinjauan+adalah&aqs=mobile-gws-lite.0.35i39l1j0l4.3
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atau penjahat. Sedangkan Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi 

meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau 

pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat termasuk 

didalam reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
11

 

c. Kejahatan, Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku yang melanggar 

ketentuan hukum pidana. Kajahatan menurut beliau tidak peduli apakah 

tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakn 

kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana.
12

 

d. Pencabulan adalah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) 

atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, 

misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah 

dada, dan lain sebagainya.
13

 

e. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.
14

 

f. Mahasiswi adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, 

institut atau akademi.
15

 

 

                                                           
11

 Topo Santoso, Eva Achjanizulfa, kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2009, hlm. 12 
12

http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertiankejahatan-dan-pembahasannya.html. 

Tanggal 22 Januari 2019, Jam 10.00 Wib. 
13

http://jubahhukum,blogspot,co,id/2017/03/pengertian-pencabulan,html. Tanggal 22 Januari 2019, 

Jam 10.00 Wib. 
14

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dosen. Tanggal 27 Februari 2019, Jam 13.00 Wib. 
15

http://pamuncar.blogspot.com/2012/06/definisi-peran-dan-fungsi-mahasiswa.html?m=1. Tanggal 

27 Februari 2019, Jam 13.00 Wib. 

http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertiankejahatan-dan-pembahasannya.html.%20Tanggal%2022%20Januari%202019
http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertiankejahatan-dan-pembahasannya.html.%20Tanggal%2022%20Januari%202019
http://jubahhukum,blogspot,co,id/2017/03/pengertian-pencabulan,html
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dosen.%20Tanggal%2027%20Februari%202019
http://pamuncar.blogspot.com/2012/06/definisi-peran-dan-fungsi-mahasiswa.html?m=1
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E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun 

dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang 

Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam 

pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai 

pengertian dan jenis-jenis kriminologis tindak pidana pencabulan oleh tenaga 

pendidik kepada mahasiswinya. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipakai dalam penulisan 

skripsi ini yang menunjukan langkah-langkah dalam pendekatan masalah, 

langkah-langkah penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, Teknik 

pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan 

uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas 

permasalahan yang ada. 
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V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan penulis berdasarkan 

penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat juga saran-saran 

penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Ruang Lingkup dan Kriminologi 

 

1. Pengertian Kriminologi  

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial 

(socialscience), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang 

masihmuda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai 

salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu 

yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini 

tidak lain karena konsekuensi logis dari brkembangnya pula berbagai bentuk 

kejahatan dalam masyarakat. 

 

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah 

kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. 

Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai 

bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian 

dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan 

serta gejala-gejalanya. 

 

Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 

1885 dengan nama criminologia. Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis 

Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis Criminologie untuk maksud 
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yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari bahasa latin crimen; dan 

yunani-logia) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, 

dan pngendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun 

dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
16

 

 

Cakupan studi kriminologi yang begitu luas dan beragam, menyebabkan 

kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi 

tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas 

permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar 

kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber 

dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi;termasuk di dalamnya berbagai 

kebijakan pemerintah (include kebijakan perumusan hukum dan penegakan 

hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya kejahatan baik formal maupun 

informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.
17

 

 

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam 

arti, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan 

dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahaan dengan tindakan-tindakan yang 

bersifat non-punitif secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan dalam arti 

yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum 

pidana.
18

 

 

                                                           
16

 Indah Sri Utami, Aliran Dan Teori Kriminologi, Semarang, Thafa Media, 2012, hlm. 1. 
17

Ibid, hlm 2. 
18

 Romli Atmsasmita, Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta, 1984, hlm 1. 
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Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 

berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard 

(1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku 

kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 

pengetahuan,maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.
19

 

 

Edwin H.Sutherland mengemukakan definisi kriminologi bahwa:
20

 

Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime 

as sosialphenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang 

membahaskenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). 

 

Menurut Sutherland, W. A Bonger (1934) mengatakan bahwa Kriminologi 

adalah:
21

 

Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan 

dan gejalakejahatan dalam arti seluas-luasnya adalah termasuk 

mempelajari penyakit sosial(pelacuran, kemiskinan, gelandangan, 

pemerkosaan, dan alkoholisme). 

 

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, 

Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup: 

1. Criminal Antropology Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang 

jahat (somatios), dan ilmu ini memberikan jawaban suatu 

                                                           
19

 A. S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar, Refleksi,2010, hlm. 1. 
20

Ibid, hlm. 1. 
21

Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 7. 



16 

 

jawabanataspertanyaanorangjahatdalamtubuhnyamempunyaitanda-

tandaseperti, misalnyaapakah ada hubungan antara suku bangsa dengan 

kejahatan. 

2. Criminal Sociology Ilmu pengetahuan tentang Kejahatan sebagai suatugejala 

masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-

sebab kejahatan dalam masyarakat. 

3. Criminal Psychology Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat 

darisudut jiwanya. 

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Yakni suatu ilmu tentang penjahat 

yang sakit jiwa. 

5. Penologi Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana Di 

samping itu terdapat kriminologi terapan berupa : 

a). Higiene Kriminal. 

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya 

usaha usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan usaha-

usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, 

sistem jaminan hidup dan kesetaraan yang dilakukan semata-mata untuk 

mencegah terjadinya kejahatan. 

b). Politik Kriminal. 

Usaha penaggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan terjadi. Di sisni 

dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh 

faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan 

keterampilan atau mebuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan 

penjatuhan sanksi. 

 

 

c). Kriminalistik (policie scientific) 

Merupakan ilmu tentang pelkasanaan penyidikan tekhnik kejahatan 

danpengusutan kejahatan.
22

 

 

 

                                                           
22

 Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, Loc.Cit. 
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Wahju Muljono, membagi  kriminologi  sebagai perbuatan yang disebut  sebagai  

kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan 

maupun terhadap  pelakunya.
23

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi 

adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, 

lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-

lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
24

 

 

Kriminologi merupakan seperangkatpengetahuan yang mempelajari kejahatan  

sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, 

pelanggaran undang-undang dan  reaksi terhadap  pelanggaran  undang-undang. 

Kriminologi  dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu oleh EdwinH. Sutherland,  yaitu  

sebagi berikut : 

1.  Sosiologi Hukum.  

Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terdapat 

ancaman dengan suatu sanksi.Jadi, hukum yang menentukan bahwa 

perbuatan itu merupakan suatu kejahatan. 

2.  Etiologi Kejahatan  

Dalam kriminologis, kejahatan paling utama merupakan etiologi 

kejahatan.Etiologi Kejahtan merupakan cabang ilmu kriminologis yang 

mencari sebab-musabab dari kejahatan. 

3.  Penologi  

Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman. Tetapi, 

Sutherland  memuat hak-hak yang memiliki hubungan dengan usaha 

pengendalian kejahatan baik represif ataupun preventif.
25

 

 

 

2. Ruang Lingkup Kriminologi 

Banyak ahli yang mempersoalkan ruang lingkup kriminologi, terutama dari sisi 

kewenangan para kriminolog. Perdebatan yang terjadi menyangkut persoalan 

                                                           
23

 Wahju Muljono. 2012. Pengantar Teori Kriminologi. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.  hlm. 35. 
24

Ibid. hlm 12 
25

 Alam AS dan Ilyas. 2010. Pengatar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm. 2. 
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kriminologi yang mempelajari hal-hal yang luas mencakup kajian-kajian ilmu 

lain.Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, 

yaitu: 

a. Etiologi criminal, yaitu mencari segala analisa ilmiah sebab-sebab 

daripadakejahatan  

b. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

sejarahlahirmya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya. 

c. Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi 

yangmempengaruhi perkembangan hukum pidana.
26

 

 

Ruang lingkup kriminologi merupakan proses perundang-undangan, pelanggaran  

perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan.  

Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan 

kriminologi, yaitu : 

a.Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana;  

b. Etiologi  kriminal  membahas  tentang  teori-teori  yang  menyebabkan 

terjadinya kejahatan;  

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan 

kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga 

terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.
27

 

3. Teori Kriminologi 

                                                           
26
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Pada sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang 

yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan 

dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan,yaitu : 

a. Teori Differential Association (Sutherland) : teori ini mengetengahkan suatu 

penjelasan sistematik mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku 

jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. 

b. Teori Anomie (Emile Durkheim), ia menekankan mengendornya pengawasan 

dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan 

moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan 

norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. 

c. Teori Kontrol Sosial (Steven Box): teori ini merujuk kepada pembahasan 

delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang 

bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok 

dominan. 

d. Teori Labeling (Howard Beckers) : teori label berangkat dari anggapan 

bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan 

timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku 

penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.
28

 

 

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. 

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli 

antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata crimen‖  yang berarti 
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kejahatan atau penjahat dan logos‖  yang berarti ilmu pengetahuan, maka 

kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.
29

 

 

Ruang lingkup kriminologi menurut W. A. Bonger dibagi menjadi kriminologi 

murni dan kriminologi terapan.Kriminologi murni ini mencakup : 

a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuanyang  mempelajari  tanda-

tanda manusia jahat.  

b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.  

c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat 

dari sudut jiwanya.  

d. Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang 

penjahat yang sakit jiwa. 

e. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.  

 

Kriminologi Terapan ini mencakup : 

a. Higiene kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah 

terjadinya suatu kejahatan.  

b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana 

kejahatan itu sudah terjadi.  

c. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan 

teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.
30

 

 

 

4.Teori Faktor Penyebab Kriminologi 

 

Teori penyebab terjadinya kejahatan menurut pendapat dari berbagai pakar 

kriminolog dan pakar ilmu hukum yaitu Alam A.S:  

a. Perspektif Sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal 

angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam dua kategori yaitu: 

strain, cultural deviance (penyimpangan budaya) dan sosial kontrol. Perspektif 

straindan cultural deviancememusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan 
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sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan  kriminal. 

Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk 

melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji 

kemampuan kelompok kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang 

efektif. 

b. Perspektif Biologis  Mengklasifikasikan  penjahat  kedalam  4  golongan yaitu: 

1) Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di 

atas.  

2) Insane criminal,merupakan orang yang menjadi penjahat sebagai hasil 

beberapa perubahan dalam otak orang tersebut yang mengganggu 

kemampuan  orang itu untuk membedakan antara yang benar dengan yang 

salah.Misalnya  ialah  kelompok  yang  idiot,  yang  embisil,  atau bahkan 

yang paranoid.  

3) Criminaloid,yaitu seorang pelaku kejahatan yangmendapatkan pengalaman 

secara terus menerus sehingga dapat mempengaruhi pribadinya. Contohnya 

adalah penjahat kambuhan.  

4) Criminal  of  passion,  ialah  seorang  pelaku  kejahatan  yang  akan 

melakukan tindakannya karena emosi, marah, cinta, atau bahkan karena 

kehormatan.  

c.  Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu :  

1) Tindakan serta tingkah laku orang dewasa, yang dapat dipahami dengan 

cara melihat pada perkembangan dari masa kecilnya.  
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2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan 

interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.  

3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.  

d.  Perspektif Lain :  

Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah: 

1) Teori  Labeling Perbuatan  kriminal  tidak  sendirinya  signifikan,  justru 

reaksi sosial atasnya lah yang signifikan  

2) Teori Konflik Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang 

menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki 

kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum  

3) Teori  Radikal  Lebih  mempertanyakan  proses  perbuatan  hukum  yang 

memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus 

masyarakat (communal consensus). 

 

B. Pengertian Kejahatan 

 

Kejahatan  bukan  merupakan  peristiwa  hereditas  (bawaan  sejak  lahir,  

warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.
31

Tindak  kejahatan  bisa  

dilakukan  siapapun  baik  wanita  maupun  pria  dengan tingkat pendidkan  yang 

berbeda.
32

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, 

direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar.Kejahatan  
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suatu  konsepsi  yang  bersifat  abstrak,  dimana  kejahatan  tidak dapat diraba dan 

dilihat kecuali akibatnya saja. 

 

Definisi  kejahatan  menurut  Kartono  bahwa :  “secara  yuridis  formal,kejahatan 

adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan  moral kemanusiaan 

(immoril), merupakan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta 

undang-undang pidana.
33

 

 

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : 

“secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku 

yang secara ekonomis, politis dan osial psikologis sangat merugikan masyarakat, 

melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat 

(baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).
34

Menurut Sutherland 

kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena 

merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk 

mencegah dan memberantasnya.
35

 

 

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari 

berbagai sisi yang berbeda.Kejahatan salah satu bentuk dari “perilaku 

menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat.Perilaku 

menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap 

norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat 
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menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan 

merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. 

 

Istilah Kejahatan adalah bagian dari hari-hari kehidupan sosial, karena hidup ini 

tidak terpisah dari kegiatan manusia sehat Perampokan, pemerkosaan, penipuan 

dll penunjukkan dinamika sosial.Manusia saling menilai, saling berhubungan dan 

jika ada perilaku menyimpang dianggap “jahat” seorang menjadi jahat karena 

cap/label yang diberikan masyarakat kepadanya.
36

 

 

Secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar 

hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang 

telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara 

yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan 

hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana.Sedangkan, secara 

kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui 

oleh masyarakat. 

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang 

disengaja (intentional act) maupun kelalaian (oomission) yang melanggar hukum 

pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan 

pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai 

kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya. ciri-ciri kejahatan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam 

pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, 

melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. 

Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika 

terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan 

tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat. 

b. Merupakan pelanggaran hukum pidana. 

c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui 

secara hukum. 

d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.
37

 

 

 

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah 

perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/criminal law) 

merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. 

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu : 

1) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan; 

2) Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal; 

3) Perilaku yang dideskriminalisasi; 

4) Populasi pelaku yang ditahan; 

5) Tindakan yang melanggar norma; 

6) Tindakan yang mendapat reaksi sosial.
38

 

 

 

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang 

yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah 

kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri: miskin, 

menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, 

menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan 

dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 

menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam 

analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori 
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kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan 

merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di 

Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh 

ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. 

C. Faktor Penyebab Kejahatan 

 

Dalam  kehidupan  bermasyarakat  terdapat  berbagai  macam  kejahatan  

tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa  

yang dikutip dari buku Tri Andrisman bahwa : 

Jenis  kegiatan  menurut  sasaran  kejahatannya  yaitu  :  kejahatan  terhadap  

badan (pembunuhan,  perkosaan,  penganiayaan,  kejahatan  terhadap  harta  

benda (perampokan,  pencurian,  penipuan),kejahatan  terhadap  ketertiban  

umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap keamanan negara.
39

 

 

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena 

beberapa  faktor  luar,  sebagian  besar  disebabkan  karena  ketidakmampuan  dan 

tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan 

diri  dengan  norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Menurut  Bidianto 

bahwa :  “salah satu penyebab tingginya tingkah  kejahatan  di Indonesia  adalah 

tingginya angka pengangguran, maka kejahatanakan  semakin bertambah  jika 

masalah pengangguran tiak segera diatasi. 

 

Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: 

kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, 
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urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang 

melakukan kejahatan. 

 

Menurut  Sutrisno  dan  Sulis  bahwa  :   

Penyebab  kejahatan  dapat  dilihat  dari beberapa faktor yaitu bakat si 

penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat 

dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohaniaan ada penjahat yang  pada  

kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak  berdaya  menahan  tekanantekanan  

luar,  lemah  jiwanya.  Ada  juga  yang  sejak  lahirnya  telah  memperoleh 

cacat  rohaniah.
40

Selain  itu  ada  istilah  kleptonia  yaitu  mereka  yang  

acap  kali menjadi  orang  yang  sangat  tamak,  apa  yang  dilihatnya  

diinginkannya  dan dicurinya.
41

 

Selain  itu,  bakat  seorang  penjahat  juga  dapat  dilihat  menurut  jenis  

kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan 

wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik  bahwa 

persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada 

wanita.
42

 Hal itu tentu berhubungan dengan  perbedaan  sifat-sifat  yang  

dimiliki  wamita  dengan  sifat  laki-laki  yang sudah  dipunyai  sejak  lahir,  

juga  diketahui  bahwa  fisik  wanita  lebih  rendah dibandingkan dengan 

laki-laki.
43
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Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan 

pengajaran  sehari-harinya,  keburukan-keburukan  dan  ketidakteraturan  maupun 

kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami.
44

Lingkungan keluarga dan 

masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya  kemiskinan  dan  

padatnya  keluarga,  kenakalan  dan  padatnya  keluarga, dan  kejahatan  orang  

tua,  perpecahan  dalam  keluarga  kurangnya  perasaan  aman karena ketegangan 

dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga.
45

 

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

 

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap 

masyarakat di dunia ini.Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat 

meresahkan, disamping itu juga menggangguketertiban  dan  ketentraman  dalam  

masyarakat berupaya semaksimal mungkin untukmenanggulangi kejahatan 

tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukanoleh  

pemerintah  maupun  masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah  dilakukan  

sambilterus menerus mecari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

Upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  garis  besar  dapat  dibagi  dua  

yaitu,jalur ”penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana). 
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a) Upaya Non Penal  

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah 

terjadinya atau timbulnyakejahatan yang pertama kali.Mencegah kejahatan 

lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih 

baikkembali, sebagaimana semboyandalam kriminologi yaitu usaha-

usahamemperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi 

lagi kejahatan ulangan.Sangat  beralasan bila upaya preventif diutamakan 

karena upaya preventif dapatdilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian 

khusus dan ekonomis. 

Barnest dan Teeters dalam Ramli Atmasasmitamenunjukkan beberapa cara 

untuk menanggulangi kejahatan yaitu:
46

 

1) Menyadari bahwaakan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan 

dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan 

ekonomi yang dapat mempengaruhitingkah laku seseorang ke arah 

perbuatan jahat. 

2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan  

potensialitascriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut 

disebabkan  gangguan-gangguan biologis danpsikologis  atau  kurang  

mendapat  kesempatan  sosial  ekonomis yang cukup baik sehinggadapat 

merupakan suatu kesatuan yang harmonis. 

 

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa  

kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan  
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lingkungan sosial yang mempengaruhiseseorang ke arah tingkah laku kriminal 

dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan  

ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, 

psikologis,merupakan faktor yang sekunder saja.
47

 

 

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha 

yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan  

ekonomi, lingkungan, juga kulturmasyarakat yang menjadisuatu daya  

dinamika  dalam  pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan  

ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya 

perbuatanmenyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran 

dan patisipasi masyarakatbahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung 

jawab bersama. 

 

Moelyatno mengatakanpengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-

peraturan pidana, diancamdengan hukuman oleh undang-undang dan 

dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orangmana harus dapat  

dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu 

mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah  

ditetapkan,  apabila  kitamengkaji nya lebih jauh dari pada pengertian ini maka 

didalamnya terdapat beberapa unsur delikyakni: 

a. Adanya unsur perbuatan; 

b. Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana; 

c. Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman; 
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d. Dilakukan dengan kesalahan;
48

 

 

Unsur delik yang merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah  

perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur  

obyeknya,  yang  dapat  dibagikedalam beberapa bagian antara lain meliputi: 

a. Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang; 

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; 

c. Dilakukan dengan kesalahan; 

d. Perbuatan tersebut diancam pidana. 

 

Perbuatan pidana adalah perbuatan  yang dilarang oleh atruan hukum, larangan 

disertai denganancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa  

saja yang  melanggar larangantersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa 

mereka yang telah melanggar larangan itu dapatdikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana  

pengenaan  pidana  itu  dilaksanakan  apabila  ada  orang  yang  disangka  telah  

melanggarlarangan tersebut. 

 

Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-

unsur  sebagaiberikut : 

a. Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan); 

b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat 

obyektif); 

c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang; 

d. Diancam dengan pidana.
49
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Menurut pendapat W.P.J Pompe, menurut hukum positif straafbaarfeit itu  

adalah  feit yangdiancam pidana dengan ketentuan undang-undang. Beliau 

mengatakan  bahwa menurut teoristraafbaarfeit adalah perbuatan yang bersifat 

melawan hukum dilakukan dengan cara kesalahandan ancaman pidana yang 

ada dalam hukum positif. Menurut Pompe sifat melawan hukum inibukanlah 

merupakan sifat mutlak adanya perbuatan pidana.
50

 

Untuk menjatuhkan pidana tidaklah cukup dengan adanya tindak pidana, akan 

tetapi disampingitu pula harus ada orang yang dapat dipidana, orang ini tidak 

ada jika tidak ada sifat melawanhukum atau kesalahan. Syarat formil haruslah 

ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul didalam Pasal 1 KUHP, 

sedangkan oleh masyarakat adalah perbuatan yang tidak boleh atau tidakpatut 

dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata 

cara dalampergaulan masnyarakat yang dicita-citakan. Jadi dalam hal ini syarat 

utamanya adalah perbuatan tindak pidana bahwa pada kenyataannya  adanya  

peraturan atau  ketentuan yang melarang danmengancam dengan sanksi pidana 

kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. 

Pemidanaan yaitu suatu proses pemberian sanksi pidana  yang melanggar 

aturan hukum pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  Kesalahan 

yaitu  suatu  perbuatan yang melanggar norma dimana tidak adanya unsur 

pemaaf dan  pembenar. Sedangkan untuk dapat dipidananyaseseorang harus 

terdapat kesalahan pada orang tersebut artinya secara  yuridis tidak ada 

alasanpemaaf seperti yang diatur dala Pasal 44 dan Pasal 48 KUHP, maupun 
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tidak ada alasan pembenarseperti  yang  disyaratkan  pada  Pasal 49, Pasal50  

dan Pasal 51 KUHP.  Pada  tindak  pidana  kejahatandiperlukan  adanya  

kesenjangan  atau  kealpaan.  Hal  ini  diatur  dalam  buku  II  KUHP  Pasal  

104sampai dengan Pasal 488 KUHP. Dalam KUHP tersebut unsur-unsur 

kejahatan dinyatakan tegasatau dapat disimpulkan dari rumusan pasal tindak 

pidana tersebut. 

b) Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan 

Apabila pada lembaga pembiayaan konsumen telah terjadi penggelapan dalam  

jabatanmakaperusahaan pembiayaan tersebut dapat pula melakukan upaya 

musyawarah/damai kepada pelaku penggelapan yang mempunyai itikad baik  

sebelum pihak lembaga pembiayaan konsumentersebut mengajukan perkara 

kepada pihak yang berwajib. 

Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini bersifat mencegah yang  

diharapkan dapat menciptakan adanya suatu  hubungan  kemitraan  dengan 

semua  pihak tidak hanya konsumentetapi juga jika ada oknum dari karyawan 

itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan hukumyang berlaku dan hal  ini  

penting  guna  menghindari tindak pidana penggelapan yang 

dapatmenimbulkan bagi salah satu pihak. 

Kebijakan awal dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana 

penggelapan dalam jabatandibidang lembaga pembiayaan konsumen adalah 

tanpa menggunakan sarana penal.Kebijakan inipada dasaranya bermula dari 



34 

 

ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuanpemidanaan 

integratif. 

c) Upaya Penal 

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara  

konsepsional yangditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan  

dengan upaya represif dimaksudkanuntuk menindak para pelaku kejahatan  

sesuai  dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar 

bahwa  perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yangmelanggar 

hukum dan  merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan 

oranglain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 

ditanggungnya sangat berat. 

Membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan  

pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5  

(lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 

pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang 

terangkai dan  berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam 

pelaksanaannya dilakukan  pula dengan metode perlakuan (treatment) dan 

penghukuman(punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini : 

1) Perlakuan ( treatment ) 

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang  

membedakan  dari  segijenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu : 
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a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan 

yang paling ringandiberikan  kepada orang yang belum telanjur  

melakukan  kejahatan. Dalam perlakuan ini,suatu penyimpangan 

dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. 

b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya  

tidak berdasarkanputusanyang menyatakan suatu hukum terhadap si 

pelaku kejahatan.
51

 

 

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah  

tanggapan baik daripelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. 

Perlakuan ini dititik beratkan pada usahapelaku kejahatan agar dapat 

kembali sadarakan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali 

bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan  pokok, yaitu sebagai upaya  

pencegahan dan penyadaran terhadappelaku kejahatan agar tidak 

melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si 

pelakukejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran 

hukum, baik dari pelanggaranpelanggaran yang mungkin lebih besar 

merugikan masyarakat dan pemerintah. 

2) Penghukuman (punishment) 

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan 

perlakuan(treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya 

kesalahan yang  telah  dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang 
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sesuai dengan perundang-undangan dalam  hukum  pidana. Olehkarena  

Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem 

kepenjaraan  yangpenuh  dengan  penderitaan,  maka dengan sistem 

pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar  hukum adalah 

hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) 

denganberorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 

E. Pengertian Pencabulan 

 

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan, sebagaimana 

disebutkan didalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar 

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan 

nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, 

meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.
52

Pencabulan 

menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susilaatau 

perbuatan keji yangberhubungan dengan nafsukekelaminannya.
53

 

 

Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya: 

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan 

Di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak 

berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin 

secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala 

macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan 

                                                           
52

 Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, 

PustakaYustisia,Yogyakarta 2015, hlm. 1-2 
53

 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm. 

106 



37 

 

orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 

KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan 

memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya 

perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana 

penjara selama-lamanya sembilan tahun. 

 

Ancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk 

melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan 

dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman 

kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP 

ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan 

keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-

raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk 

pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan sendiri, 

yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria 

terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP 

dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.
54

 

2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya 

Pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-

lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan 

seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. 

Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya 
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karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan 

tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi 

dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga 

sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, 

seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung 

dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang 

yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. 

3. Perbuatan dengan seseorang dengan cara membujuk. 

Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam 

Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh 

tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang 

diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima 

belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di 

kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan 

cabul.
55

 

 

F. Unsur-Unsur Kejahatan Pencabulan 

Guna dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukanperbuatan cabul yang 

melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
56

 

Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e. 

a.  Unsur objektif: 

1) Barang siapa; 
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Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkanbahwa  

siap  saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhisemua unsur dari 

tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuanpidana yang diatur dalam 

Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapatdisebut sebagai palaku dari tidak 

pidana tersebut. 

2) Melakukan pencabulan dengan seseorang; 

Yang dimaksud dengan malakukan pembuatan cabul adalah melakukan 

perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji 

dalam  lingkungan nafsu birahi kelamin,misalnya cium-ciuman, meraba-

raba anggota  kemaluan,  merabaraba, buah dada dan sebagainya. 

b.  Unsur subjektif: 

Diketahuinya  bahwa  orang  itu  pingsan  atau  tidak  berdaya. 

Bahwanya seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdayaharus 

diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam  

keadaan  tidak  dasar  sama  sekali,  sehingga  ia  tidak  dapat mengetahui  apa  

yang terjadi pada dirinya.  Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia 

terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya  ialah  bahwa  ia  tidak  

dapat  berbuat  apa-apa,  kendati  ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. 

 

Tidak berdaya artinya tidak mempeunyai kekuatan atau tenagasama sekali, 

sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikipun,misalnya mengikat 

dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalamkamar, memberikan 

suntikan, sehingga orang itu lumpuh.  
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Unsur-unsur Pasal 290sub 2e 

a.  Unsur Objektif: 

1) Barang siapa; 

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa 

siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari 

tindak pindana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur 

dalam Pasal 290 sub KUHP, maka ia dapat sebut dari tidak pidana tersebut. 

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang; 

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan 

perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopana) atau perbuatan yang 

kejidalam  kelingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, 

meraba-raba anggota kemaluan, merabaraba dada dan sebagainya. 

b.  Unsur Subjektif: 

Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 

(lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu 

belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 tahun. Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan 

kemungkinan  meminta  dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita. 
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Unsur-unsur Pasal 290 sub 3e 

a. Unsur Objektif: 

1) Barang siapa 

Yang dimaksud dengan perkataan batrang siapa adalah menunjukkan 

bahwa  siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua 

unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang 

diatur dalam Pasal 290 sub 2e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku 

dari pidana tersebut.  

2) Membujuk (menggoda) seseorang 

Pengertian “membujuk” tidak persyaratan dipergunakannya cara-cara 

tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi  

dengan permintaan pelaku agar dipegannya alat kelaminnya. 

3) Untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  pada  dirinya perbuatan 

cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin. 

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah malakukan 

perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang 

kejidalam  lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, 

meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. 

Persetubuhan  yang  dimaksud  disini  adalah persetubuhan yang dilakukan 

oleh  seseorang  yang  dewasa  dengan  seseorang  yang  belum berumur 15 

tahun. 
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b. Unsur Subjektif: 

Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup15 (lima 

belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwaorang itu belum 

masanya buat dikawini. 

G. Pengertian Dosen 

Menurut Kamus Besar  Bahasa Indonesia Dosen adalah tenaga pengajar pada 

perguruan tinggi.
57

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pengertian Dosen adalah 

pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas-tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
58

 

Pada dasarnya menurut Pasal 5Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 mempertegas 

tiga tugas dosen, yaitu mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian pada 

msyarakat. Kemudian pelaksanaan tiga tugas dan kedudukannya diatur dengan 

perhitungan satuan kredit semester (sks), yang secara keseluruhan sebagaimana 

diatu dalam Pasal 9 Ayat 1 poin b, bahwa dosen tunjangan profesidibayarkan pada 

dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling 

sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks. Dan paling banyak 16 (enam belas) sks 

pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan : 
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beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) 

sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Bentuk layanan dosen ada tiga, yaitu tatap muka di dalam kelas, tugas terstruktur, 

dan kegiatan mandiri. 

Jenis-jenis layanan dan tugas pokok dosen yang diatur dalam Permendikbud No. 

49 Tahun 2014 adalah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 27 Ayat 1 huruf a, b, c, 

yang berbunyi: 

1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: 

a) Kegiatan pokok dosen mencakup: 

 Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 

 Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 

 Pembimbingan dan pelatihan; 

 Penelitian; dan 

 Pengabdian kepada masyarakat; 

b) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 

c) Kegiaan penunjang. 

2) Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada Ayat (1) paling sedikit 

40 jam per minggu. 

3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat 

(1) huruf a paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar 

mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas antara lain berupa 

menjabat struktural. 



44 

 

4) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat 

(1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen 

yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat sruktural. 

Berdasarkan pasal, ayat dan huruf-huruf  yang tertuang pada PP No. 37 Tahun 

2009, serta Permendikbud No. 49 Tahun 2014, kewajiban kerja dosen 

memberikan layanan akademik dalam bentuk pembelajaran, bimbingan, dan 

banuan pada para mahasiswa, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat, adalah dalam kisaran waktu antara 32 sampai dengan 42 jam per 

minggu selama 16 minggu setiap semester. Akan tetapi Permendikbud No. 49 

Tahun 2014 membatasi dalam angka minimal 40 jam per minggu, yang 

disetarakan dengan 12 sks. Dengan demikian, pemerintah pada hakikatnya 

mewajibkan dosen bekerja 40 jam per minggu, sebagai hasil konversi dari satuan 

kredit semester pada satuan waktu menit, jam dan hari. 
59

 

 

 

H. Pengertian Mahasiswi 

Mahasiswi adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi 

disebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademik, dan yang 

paling umum adalah universitas.Sepanjang sejarah, mahasiswi di berbagai negara 

mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara.
60

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahasiswi adalah pelajar perguruan 

tinggi serta dalam struktur pendidikan Indonesia menduduki jenjang satuan 

pendidikan tertinggi dianatara lainnya. 

Menurut Sarwono mahasiswi merupakan setiap orang yang secara resmi telah 

terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 

antara 18-30 tahun. Mahasiswi adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang 
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memperoleh status karena memiliki ikatan dengan perguruan tinggi.Mahasiswi 

juga merupakan seorang calon intelektual ataupun cendikiawan muda dalam suatu 

lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat dalam 

masyarakat itu sendiri.
61

 

Mahasiswi mempunyai peran istimewa yang dikelompokkan dalam 3 fungsi, 

yaitu: 

1. Sebagai Social Control 

Mahasiswi dengan pendidikannya sehingga memiliki kemampuan 

intelektual, kepekaan sosial serta sikap kritisnya, kelak diharapkan 

mahasiswa mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial dalam 

masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik dan juga solusi untuk 

permasalahan sosial masyarakat maupun permasalahan bangsa. 

2. Sebagai Agent Of Change 

Pelajar tingkat tinggi juga sebagai agen perubahan. Yakni bertindak bukan 

ibarat pahlawan yang dating kesebuah negeri kemudian dengan gagahnya 

mengusur para penjahat serta dengan gagah sang pahlawan pergi dari 

daerah tersebut diiringi tepuka tangan oleh penduduk setempat. Dalam 

artian ini mahasiswi tidak hanya menjadi penggagas perubahan, tetapi 

sebagai objek atau pelaku dalam perubahan tersebut.Sikap kritis yang 

positif harus dimiliki dan sering dapat membuat sebuah perubahan besar 

dan juga membuat para pemimpin yang tidak berkompeten menjadi gerah 

serta cemas. 

3. Sebagai Iron Stock. 

Pelajar tingkat tinggi juga memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa 

sangat diharapkan mempunyai kemampuan, keterampilan, serta akhlak 

mulia untuk dapat menjadi calon pemimpin yang siap pakai. 

Mahasiswi sebagai iron stock, yakni merupakan seorang calon pemimpin 

bangsa masa depan yang kelak akan menggantikan generasi yang telah 

ada, jadi tidak cukup jika hanya dengan memupuk ilmu yang spesifik saja. 

Perlu adanya soft skill seperti leader ship, kemampuan memposisikan diri, 

serta sensitivitas yang tinggi.
62
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris.  Dengan penjelasan sebagai berikut :  

1. Yuridis normatif  

Pendekatan yuridis normatif dilakukan bahan hukum utama menelaah hal yang 

bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin 

doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan 

permasalahan penelitian ini.
63

 Pendekatan masalah secara yuridis normatif 

dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas 

mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan 

atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

 

2. Yuridis empiris  

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan 

atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa 
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pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada 

identifikasi hukum dan efektifitas hukum. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data dalampenelitianini, memerlukanbahanatauketerangan yang 

terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu:
64

 

1. Data primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan hukum primer bersumber dari: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. 

4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
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b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta 

memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan 

hukum sekunder seperti hasil peneitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di 

internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

 

C. PenentuanNarasumber 

 

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah 

dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Penyidik Polda Lampung    : 1 orang  

2) Psikolog Bandar Lampung   : 1 orang 

3) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang 

Jumlah  : 3 orang 
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D. Posedur pengumpulan dan pengolahan data 

 

1. Prosedur pengumpulan 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku 

literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan permasalahan. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan 

wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha 

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
65

 

 

2. Prosedur pengelolahan data  

a. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

b. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui 

kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti dalam penelitian ini. 
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c. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar- benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. 

d. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada 

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum.
66
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V.  PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan: 

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana 

pencabulan terhadap mahasiswi yaitu: 

a.  Faktor interen  

1) Adanya dorongan seksual yang tinggi dari pelaku sehingga timbul niat 

untuk melakukan perbuatan cabul. 

2) Adanya superioritas atau perasaan sebagai sosok yang memiliki 

dominasi yang dimiliki oleh dosen. 

b.  Faktor eksteren 

1) Faktor teknologi, dimana kebiasaan tersangka sering menonton video 

porno.  

2) Faktor korban, dimana keadaan tubuh serta paras korban membuat 

pelaku melakukan tindak pencabulan 

3) Faktor situasi/keadaan tempat, dimana keadaan/situasi tempat yang 

sepi tanpa adanya orang lain 
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2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana 

pencabulan terhadap mahasiswi yaitu: 

a. Melalui upayanon penal yang harus dilakukan oleh setiap elemen, 

diantaranyapencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, 

pemerintah 

b. Melalui upayapenal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

yaitukepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 

B. Saran 

 

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan sangat diperlukan 

peranaparat penegak hukum, agar jika terjadi suatu tindak pidana tersebut 

masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan 

kepada pihak yang berwajib serta diperlukan profesional dalam menangani 

tindakan pidana yang terjadi ditengah masyarakat.  

2. Agardilakukan upaya secara psikologis untuk menumbuhkan kesadaran 

hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum 

dan perbaikan pola pikir masyarakat terhadap edukasi seks. 

3. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan 

upayatindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan.  

4. Kepada mahasiswi untuk berpenampilan dan berbusana yang sopan agar tidak 

menimbulkan perlakuan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang 

yang menghendakinya. 
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5. Perlunya perhatian pihak universitas terhadap ruangan-ruangan yang dianggap 

dapat terjadinya pencabulan baik yang dilakukan dosen atau mahasiswa 

sehingga tidak terjadi upaya tindak pencabulan. 
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